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WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR 0/ TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

a.

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

bahwa sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas, maka Pemerintah Kota Pematangsiantar
merasa perlu untuk segera menindaklanjutinya;

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun
2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2015;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25
/ PMK .07/ 2015 tanggal 10 Pebruari 2015 tentang Rincian
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Provinsi /
Kabupaten/ Tahun 2015;
bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
900/1196/SJ tanggal 9 Maret 2015 tentang Pendanaan
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Tahun 2015;
bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara
Nomor : 903 / 1737 / 2015 tanggal 06 Maret 2015 tentang
Pemberitahuan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada
Kab/Kota pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2015;
bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara
Nomor : 903 / 1704 / 2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang
Pemberitahuan Alokasi Belanja Bagi Hasil Provinsi
Sumatera Utara kepada Kab/Kota pada APBD Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015;
bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis pelaksanaan DAK
Kesehatan dan DAK Keluarga Berencana Tahun Anggaran
2015;

h.bahwa...



Mengingat

h. bahwa berdasarkan Surat Pimpinan SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Pematangsiantar Perihal Permohonan
Pergeseran / Perubahan Anggaran 2015;

bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatan tersebut diatas
merupakan kegiatan yang dikategorikan kriteria belanja
untuk keperluan mendesak yang anggaran biaya untuk
pelaksanaan kegiatan tersebut dapat ditampung dalam
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015;

bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, huruf b, huruf c,
huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i,
maka sebelum anggaran biaya pelaksanaan kegiatan
tersebut ditampung di Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu merubah
Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 30 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015, dengan menetapkannya
dalam suatu Peraturan Walikota.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 359,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

7.Undang-Undang...



7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3328);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan...



4

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4570);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

25.Peraturan...



25.

26.

27.

28.

29,

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4812);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2008
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20
Tahun 2009;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-577 Tahun
2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan
Pengangkatan Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera
Utara;

37 .Peraturan...



Menetapkan :

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun
2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan
Pemerintah Kota Pematangsiantar;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun
2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota
Pematangsiantar;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun
2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-
Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2015;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun
2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar
Nomor 3 Tahun 2011;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun
2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan di Kota Pematangsiantar;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun
2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kelurahan di Kota Pematangsiantar;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun
2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun
2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 9
Tahun 2014;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2014;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 - 2015
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2015;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 11 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1...



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Pematangsiantar Tahun Anggaran 2015, semula berjumlah
Rp. 1.007.049.201.131,- bertambah sejumlah
Rp. 10.726.647.773,- sehingga menjadi
Rp. 1.017.775.848.904,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan :
a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp. 130.134.852.546,-
2. Bertambah Rp. 2.774.062.124,-
Jumlah Pendapatan Asli
Daerah Setelah Perubahan Rp. 132.908.914.670,-
b. Dana Perimbangan
1. Semula Rp. 610.825.753.392,-
2. Bertambah Rp. 7.266.061.454,-
Jumlah Dana Perimbangan
Setelah Perubahan Rp. 618.091.814.846,-
c. Lain — Lain Pendapatan Yang Sah
1. Semula Rp. 200.108.751.705,-
2. Bertambah Rp. 686.524.195,-
Jumlah Pendapatan Asli
Daerah Setelah Perubahan Rp. 200.795.275.900,-
Jumlah Pendapatan
Setelah Perubahan Rp. 951.796.005.416,-
2. Belanja :
a. Belanja Tidak Langsung
1. Semula Rp. 679.945.823.702,31
2. Berkurang (Rp. 439.171.002,-)
Jumlah Belanja Tidak
Langsung Setelah Perubahan Rp. 679.506.652.700,81
b. Belanja Langsung
1. Semula Rp. 327.103.377.428,19
2. Bertambah Rp. 11.165.818.775,-
Jumlah Belanja Langsung
Setelah Perubahan Rp. 338.269.196.203,19
Jumlah Belanja
Setelah Perubahan Rp. 1.017.775.848.904,-

Defisit (Rp. 65.979.843.488,-)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan
1. Semula Rp. 80.579.843.488,-
2. Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Penerimaan
Setelah Perubahan Rp. 80.579.843.488,-

b.Pengeluaran...



b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 14.600.000.000,-

2. Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Penerimaan

Setelah Perubahan Rp. 14.600.000.000,-

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 65.979.843.488,-

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Rp. NIHI L
Pasal 2

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Pematangsiantar
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota
Pematangsiantar Tahun 2014 Nomor 30), diubah sebagaimana
tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Peraturan
Walikota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Pematangsiantar.
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